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Pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pembaca,
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Penerbitan majalah ilmiah SOLUSI kali ini menghadirkan 10 (sepuluh) artikel
yang telah kami anggap layak untuk diterbitkan, dengan harapan artikel-artikel ini dapat
menjadi tambahan referensi bagi para pembaca dan menjadi sumbangan kami terhadap
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Dampak Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dalam
Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Banyumas
(Studi Kasus di Kecamatan Kedung Banteng)

Oleh :
Dijan Rahajuni
Endang Sri Gunawati
Suprapto
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Soedirman Purwokerto

Abstract

Study about * The Impact of District Development Programs (Program Pengembangan
Kecamatan) To Ease the Poverty in Banyumas Region”. The Aim of this research are to determine
and analyze the performance of District Development Programs, the influence of District
Development Programs toward income per capita, and the influence of District Development

Programs to ease and increase prosperity, study case in Kedungbanteng, Banyumas.
The Data include primary data that got from 4 groups in each village with the amount 128
people as sample of group member in Kedungbanteng district, and the village consist of
Kedungbanteng village, Karangnangka and Melung. The Period of research is on July 2009. The

analysis method that use are with the proportion, tabulation, and comparation each variables.
The result of this research are :

1. The performance of District Development Programs ( PPK = Program Pengembangan Kecamatan)
in the term of the influences in Kedungbanteng area in the capital availablelity point of view is
significant enought with the average 47,17 percent and the targeting point is 60,70%.

2. The contribution income activity of SPP (woman lending money) from PPK is 48,82 % toward
income per capita including significant enought.

3. All of responden that got the impact from PPK is above from poverty line, and for the using of

business activity in 3,73 times from KFM but for the using of lending money not for business
activity is 2,54 times from KFM.

4. The level of respondent income that proper in KHL only got the benefit that using lending money
activity of business activity from Kedungbanteng area.

Therefore it is suggested that the lending of money was so needed and proper to continue,
but it must be more selected with direct cross check the availability of business activity each member

and needed empower with good quality of member of PPK to determine the business prospect and
good management.

Keywords: Program Pengembangan Kecamatan, kemiskinan, simpan pinjam perempuan, kebutuhan
fisik minimum, kebutuhan hidup layak.

Pendahuluan

Rencana pemerintah Indonesia melalui Millennium Develompment Goals ( MDGs) dalam
pembangunan ekonomi adalah menargetkan menurunkan persentase jumlah penduduk miskin dari
18,2 persen pada tahun 2002 menjadi 8,2 persen pada tahun 2009 dan 7,5 persen pada tahun 2015
(PNPM, 2007), oleh karena itu usaha-usaha yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi
kemiskinan perlu mendapat perhatian. Perhatian dalam hal ini dapat berupa evaluasi atas pelaksanaan
dan dampak dari program-program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan. Dengan
demikian nantinya dapat diketahui tingkat keberhasilan dan ataupun kekurangan dari program-
program tersebut.

Sebenarnya dalam rangka mewujudkan tujuan nasional Indonesia dan mencapai target MDGs
pemerintah sudah berupaya melalui berbagai program baik secara langsung maupun tidak langsung.
Secara langsung artinya program tersebut benar-benar langsung untuk menanggulangi kemiskinan

Dampak Pelaksanaan .......... (Dijan Rahajuni, Endang Sri Gunawati, Suprapto) 65



seperti bantuan langsung tunai dan secara tidak langsung yaitu berupa kegiatan-kegiatan yang
berdampak pada penanggulangan kemiskinan seperti meningkatkan pendapatan melalui perluasan
usaha dan kesempatan kerja, bantuan permodalan dan usaha meningkatan produktivitas penduduk
miskin. Salah satu program penangulangan kemiskinan yang dicanangkan oleh pemerintah adalah
Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

Di Kabupaten Banyumas masalah kemiskinan adalah merupakan masalah yang sangat perlu
mendapat perhatian, karena ternyata jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyumas angka
persentasenya melebihi angka hasil survey dari SUSENAS seperti pada tahun 2007 penduduk miskin
dibanyumas 38 persen dan hasil susenas 14,49 persen di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan PPK di Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas.
2. Seberapa besar peranan PPK terhadap pendapatan keluarga di Kecamatan Kedung Banteng
Kabupaten Banyumas.

3. Seberapa besar peranan PPK dalam mengentaskan kemiskinan di Kecamatan Kedung Banteng
Kabupaten Banyumas.

4. Seberapa besar peranan PPK dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi di Kecamatan Kedung
Banteng Kabupaten Banyumas.
Tujuaan dari penelitian ini adalah untuk :

[. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan PPK di Kecamatan Kedung Banteng,
Kabupaten Banyumas.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar peranan PPK terhadap pendapatan keluarga
di Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas.

3. Mengetahui dan menganalisis seberapa besar peranan PPK dalam mengentaskan kemiskinan di
Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas.

4. Mengetahui dan menganalisis seberapa besar peranan PPK dalam meningkatkan kesejahteraan
di Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas.

Kerangka Pemikiran dan Hipotesis
Dalam panduan Kemiskinan dan Penanggulangannya, 2003 didefinisikan bahwa
kemiskinan adalah situasi atau kondisi yang dialami oleh seseorang atau kelompok orang yang tidak
mampu menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap mustahil. Salah satu ukuran
untuk menandai apakah seseorang dikategorikan miskin atau tidak menurut BPS dari hasil sensus
ekonomi 2006 lanjutan 2007 kemiskinan diukur dengan garis kemiskinan ( poverty line ) yaitu dengan
pendapatan perkapita perbulan dengan total pengeluaran perbulan sebesar Rp 131.256,00 untuk
pedesaan dan Rp 175.324,00 untuk daerah perkotaan.
Kesejahteraan adalah suatu kondisi dimana orang dapat memenuhi kebutuhan fisik minimum
dan kebutuhan sosial lainnya, untuk mengukur tingkat kesejahteraan minimum digunakan pendapatan
setara dengan kebutuhan hidup layak yang ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja daerah yang

bersangkutan. Di Kabupaten Banyumas pendapatan sesuai KHL pada bulan Mei tahun 2009 Rp
719.022,57.

Adapun alur pemikiran dalam penelitian ini adalah :

1. Salah satu tujuan negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-undang
Dasar 1945 alinea ke 4 adalah memajukan kesejahteraan umum.

2. Sebagai konsekwensi dari perwujudan tujuan negara tersebut adalah membantu penduduk untuk
dapat keluar dari kemiskinan.

3. Kemiskinan adalah merupakan suatu kondisi yang dialami masyarakat karena berbagai
keterbatasan yang ada pada kelompok masyarakat miskin.
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4.

5.

Pembangunan adalah merupakan upaya meningkatkan harkat dan martabat kehidupan yang
bersifat multidimensional.

Program Pengembangan Kecamatan adalah merupakan salah satu program yang mendukung
percepatan penanggulangan kemiskinan melalui kegiatan peningkatan Kkapasitas masyarakat,
pemerintah lokal, dan penyediaan sarana prasarasa sosial pendukung kegiatan ekonomi produktif
dan bantuan permodalan untuk kegiatan ekonomi produktif bagi kelompok ekonomi miskin.

Keberhasilan program PPK dapat ditunjukkan melalui pengurangan jumlah masyarakat miskin
dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Hipotesis dalam penelitian ini adalah :
Program Pengembangan Kecamatan dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan

Metode Penelitian
Penelitian dilakukan dengan survey dengan cara pengambilan sampel sebagai berikut :

1.

Sampel lokasi diambil lokasi kecamatan adalah Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten
Banyumas.

Sampel desa 3 desa-desa di kecamatan Kedungbanteng yaitu desa yang terdekat dengan ibu kota
kecamatan dalam hal ini desa Kedungbanteng, desa yang jaraknya menengah dengan ibu kota
kecamatan yaitu desa Karangnangka dan desa dengan jarak terjauh dari ibu kota kecamatan yaitu
desa Melung.

Sampel sasaran adalah kelompok-kelompok simpan pinjam perempuan yang untuk masing-masing
desa diambil 4 kelompok, hal ini karena jumlah kelompok yang paling sedikit di ketiga desa-desa
tersebut adalah 4 ( empat ).

Responden adalah anggota kelompok-kelompok simpan pinjam perempuan dengan jumlah
responden sebanyak 128 orang.

Untuk mencapai tujuan penelitian maka alat analisis yang akan digunakan adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan PPK di Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten

Banyumas, akan dianalisis dengan melihat perbandingan antara jumlah peminjam yang

menggunakan dana pinjaman Program Pengembangan Kecamatan untuk Kegiatan ekonomi
produktif dan tidak. Dengan formula :

Rep
X =R x100
Dimana :

X =prosentase responden yang menggunakan dana PPK untuk Kegiatan ekonomi Produktif

Rep = jumlah responden yang menggunakan dana PPK untuk Kegiatan ekonomi Produktif
= jumlah semua responden

Apabila hasil X ( Showam dalam Lulu 2006 ) :

1). Lebih besar 33,33 % maka pelaksanaannya baik.

2). Sama dengan 33,33 % maka pelaksanaannya cukup baik
3). Kurang dai 33,33% maka pelaksanaannya kurang baik

Untuk mengetahui peranan modal pinjaman PPK terhadap modal usaha anggota, digunakan formula :

X = (Mpp/ M) x 100

Dimana :
X = prosentase jumlah modal usaha yang berasal dari pinjaman PPK untuk kegiatan ekonomi
produktif
Mpp = jumlah responden yang menggunakan dana pinjaman PPI?/ untuk kegiatan ekonomi
produktif
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M = jumlah modal usaha semua responden
Apabila hasil X ( Showam dalam Lulu 2006 ) :
1). Lebih besar 33,33 % maka peranannya baik. '
2). Sama dengan 33,33 % maka peranannya cukup baik
3). Kurang dai 33,33% maka peraanannya kurang baik
2. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar peranan PPK terhadap pendapatan keluarga

penerima manfaat PPK di Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas, analisis yang
dlgunakan adalah sebagai berikut :

=Y/ Y)x 100

Dimana :

Xy = prosentase pendapatan dari PPK

Y., = pendapatan dari usaha ekonomi produktif

Y = total pendapatan keluarga
Dengan mengunakan kriteria dari Showam dalam Lulu 2006 maka apabila hasilnya :
1. > 33,33 % maka peranannya kecil
2.=33,33% maka peranannya sedang
3. <33,33% maka peranannya besar

3. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar peranan PPK dalam mengentaskan kemiskinan
di Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas, dianalisis dengan membandingkan
pendapatan yang diterima oleh penerima manfaat PPK baik yang melakukan kegiatan usaha dan
yang tidak melakukan kegiatan usaha, dengan garis kemiskinan yang ditetapkan oleh Badan Pusat
Statistik berdasarkan survay sosial ekonomi tahun 2007, yaitu sebesar Rp 131.256,00 untuk daaerah
pedesaan.

4. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar peranan PPK dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat penerima manfaat PPK  di Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten
Banyumas, akan dianalisa dengan membandingkan pendapatan yang diterima penerima manfaat
PPK baik yang melakukan kegiatan usaha maupun yang tidak melakukan kegiatan usaha, dengan

pendapatan setara kebutuhan hidup layak Kabupaten Banyumas pada bulan Mei tahun 2009 yaitu
sebesar Rp 719.022,25.

Hasil dan Pembahasan

Peranan PPK terhadap Kegiatan Usaha Anggota
Dilihat dari persentase peranan modal PPK terhadap modal usaha anggota besarnya lebih dari

33,33 persen maka secara keseluruhan peranan PPK dapat dikatakan cukup besar dalam menambah

permodalan anggota yaitu secara keseluruhan rata-rata sebesar 47,17 persen, dengan kategori sebagai

berikut :

1). Untuk desa Kedungbanteng peranan pinjaman PPK terhadap modal usaha anggota berada dalam
kategori sedang yaitu sebesar 39,29 persen.

2). Untuk desa Karangnangka peranan pinjaman PPK terhadap modal usaha anggota berada dalam
ketegori sedang yaitu sebesar 58,22, persen, dan

3). Untuk desa Melung peranan pinjaman PPK terhadap modal usaha anggota berada dalam kategori
tinggi yaitu sebesar 63,24 persen dari modal usaha anggota.

Apabila dilihat dari jumlah pinjaman yang diberikan digunakan untuk menambah modal usaha
maka desa Kedungbanteng untuk tiap respondenya rata-rata menerima paling besar dibandingkan
dengan desa Karangnangka dan Melung. Atau dapat dikatakan untuk desa dekat dengan ibu kota
kecamatan menerima pinjaman terbesar, kemudian besar kedua adalah desa yang jaraknya menengah
dari ibu kota kecamatan dan untuk desa yang terjauh dari ibu kota kecamatan menerima pinjaman
terkecil. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut : Kedungbanteng rata-rata, besarnya pinjaman
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2,275 juta rupiah, Karangnangka rata-rata besarnya pinjaman 1,367 juta rupiah dan Melung rata-rata
besarnya pinjaman adalah 1,32 juta rupiah.

Melihat kondisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa peranan pinjaman PPK masih sangat
dibutuhkan untuk menambah modal usaha anggota kelompok peminjam. Kemudian melihat kelompok
peminjam yang paling besar membutuhkan adalah mereka yang berada/bertempat tinggal jauh dari ibu
kota kecamatan atau masyarakat pedesaan. Untuk itu semestinya perlu diberikan upaya untuk lebih
membantu permodalan bagi masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari ibu kota kecamatan dan
membutuhkan bantuan modal untuk usaha. Hal ini dapat dipahami karena untuk desa yang jauh
dengan ibu kota kecamatan akses masyarakat terhadap sumber dana (perbankan) sangat jauh dan
kalaupun dapat harus memerlukan ongkos/ biaya yang antara lain untuk transportasi ke perbankan.

Sumbangan Pendapatan Usaha Anggota PPK terhadap Pendapatan Keluarga
A Dari seluruh responden anggota PPK yang diteliti hanya 90 orang atau 70,33 persen yang
menggunakan pinjaman PPK untuk menambah modal usaha. Sisanya digunakan untuk alasan
menambah konsumsi sebanyak 14,07 persen dan hanya dipinjam namanya saja dalam arti uang
pinjamannya digunakan oleh pihak lain sebanyak 15,62 persen.

Secara keseluruhan pendapatan usaha dari anggota kelompok PPK yang melakukan kegjatan
usaha dalam hal ini adalah kaum wanita memberikan peranan terhadap pendapatan keluarga yang
cukup besar, yaitu sebesar 48,82 persen, suami berperan memberikan sumbangan terhadap pendapatan
keluarga sebesar 46,06 persen dan pendapatan lain-lain yang berasal dari sumbangan anak yang sudah
bekerja dan ataupun dari hasil sampingan sebesar 5,12 persen. Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa sebenarnya kaum wanita ( ibu rumah tangga ) apabila mau melakukan kegiatan usaha dapat
saja pendapatannya justru lebih besar dari pada kaum laki-laki ( bapak ).

Kemudian apabila dilihat per desa sampel maka kondisinya adalah sebagai berikut :

1. Desa Kedungbanteng, peranan wanita responden dalam menyumbang pendapatan keluarga rata-
rata adalah sebesar 59,29 persen atau 24,32 persen lebih tinggi dari peranan laki-laki dalam
menyumbang pendapatan pada keluarga. Besarnya peranan laki-laki dalam menyumbang terhadap
pendapatan keluarga rata-rata adalah sebesar 34,97 persen.

2. Desa Karangnangka, peranan wanita responden dalam menyumbang pendapatan keluarga adalah
sebesar 38,86 persen atau laki-laki lebih tinggi peranannya dalam menyumbang pendapatan
pada keluarga. Besarnya peranan laki-laki dalam menyumbang terhadap pendapatan keluarga rata-
rata adalah sebesar 55,81 persen, jadi besarnya peranan laki-laki dalam menyumbang terhadap
pendapatan keluarga lebih tinggi 16,95 persen secara rata-rata.

3. Desa Melung, peranan wanita responden dalam menyumbang pendapatan keluarga rata-rata
adalah sebesar 40,48 persen atau 16,13 persen lebih tinggi peranan laki-laki dalam
menyumbang pendapatan pada keluarga. Besarnya peranan laki-laki dalam menyumbang terhadap
pendapatan keluarga rata-rata adalah sebesar 56,61 persen.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada desa yang terdekat dengan ibu kota
kecamatan peranan pendapatan kaum wanita terhadap pendapatan keluarga lebih besar dari kaum laki-
laki, sedangkan untuk desa yang jaraknya menengah dari ibu kota kecamatan dan desa terjauh peranan
pendapatan wanita terhadap pendapatan keluarga adalah lebih rendah. Namun demikian secara
keseluruhan peranan pendapatan wanita terhadap pendapatan keluarga adalah besar/tinggi yaitu
sebesar 48,82 persen dan laki-laki 46,06 persen.

Peranan Pendapatan Wanita Responden terhadap Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan

Kesejahteraan

Pendapatan perkapita, kebutuhan fisik minimum dan kebutuhan hidup Kecamatan Kedungbanteng

Di Kecamatan Kedungbanteng kondisinya adalah sebagai berikut : besarnya pendapatan
perkapita masyarakat Kecamatan Kedungbanteng pada tahun 2007 adalah sebesar RP 3.505.959,00
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per tahun atau rata-rata perbulan adalah sebesar Rp 292.163,25. Hal ini berarti bahwa di Kecamatan
Kedungbanteng masyarakat baru dapat memenuhi kebutuhan fisik minimal dan belum sepenuhnya
dapat memenuhi kebutuhan hidup layaknya, karena pendapatan perkapitanya baru mencapai 40,63
persen dari pendapatan hidup layak.

Dengan demikian maka apabila dibandingkan dengan kondisi pendapatan perkapita rata-rata
masyarakat Kabupaten Banyumas, kondisi rata-rata pendapatan perkapita masyarakat Kecamatan
Kedungbanteng adalah berada di bawah rata-rata masyarakat Kabupaten Banyumas sebesar Rp
94.544,25. Untuk pemenuhan kebutuhan fisik minimalnya rata-rata pendapatan perkapita masyarakat
Kabupaten Banyumas mencapai 294,62 persen dari kebutuhan fisik minimal, sedangkan masyarakat
Kecamatan Kedungbanteng hanya mencapai 222,59 persen atau 72 persen dibawah rata-rata
pencapaian masyarakat Kabupaten Banyumas.

Demikian juga dalam hal kemampuan pendapatan untuk dapat hidup layak, untuk tingkat
Kabupaten Banyumas sebesar Rp 719.022,57 masyarakat Kabupaten Banyumas rata-rata baru
mencapai 53,78 persen namun masyarakat Kecamatan Kedungbanteng hanya mampu mencapai 40,63
persen atau 13,15 persen di bawah rata-rata masyarakat Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan dan
kesejahteraan masyarakat Kecamatan Kedungbanteng masih berada di bawah kondisi rata-rata
masyarakat Kabupaten Banyumas. Oleh karena itu sangat diperlukan berbagai upaya untuk dapat
mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Kedungbanteng,
Upaya tersebut salah satunya adalah dengan Program Pemberdayaan Kecamatan khususnya kegiatan

Simpan Pinjam Perempuan yang- dimaksudkan untuk dapat membantu usaha meningkatkan
pendapatan keluarga.

Tingkat kemiskinan dan kesejahteraan responden

Untuk melihat tingkat kemiskinan dan kesejahteraa responden dilihat dari besarnya
pendapatan perkapita keluarga responden dibandingkan dengan tingkat pendapatan perkapita yang
ada di Kecamatan Kedungbanteng, baik untuk responden yang mempunyai kegiatan usaha ekonomi
produkfif maupun responden yang tidak mempunyai kegiatan ekonomi produktif,
a. Responden yang mempunyai kegiatan usaha ekonomi produktif

1. Desa Kedungbanteng rata-rata pendapatan perkapita keluarga responden Rp 893.628,00; rata-
rata pendapatan perkapita kecamatan Rp 292.163,25 ; KFM Rp 131,256,00 dan KHL Rp
719.002,57. Hal ini berarti kondisi ekonomi rata-rata responden di desa Kedungbanteng berada
diatas pendapatan perkapita kecamatan (3,56 kali kecamatan); kondisi kemiskinan berada diatas
KFM (6,81 kali KFM) dan untuk KHL juga berada diatas KHL (1,24 kali KHL).

2. Desa Karangnangka rata-rata pendapatan perkapita keluarga responden Rp 315.029; rata-rata
pendapatan perkapita kecamatan Rp 292.163,25 ; KFM Rp 131,256,00 dan KHL Rp
719.002,57. Hal ini berarti kondisi ekonomi rata-rata responden di desa Karangnangka berada
diatas pendapatan perkapita kecamatan (1.08 kali kecamatan); kondisi kemiskinan berada
diatas KFM (2,40 kali KFM) dan untuk KHL juga berada di bawah KHL (0,44 kali KHL).

3. Desa Melung rata-rata pendapatan perkapita keluarga responden Rp 262.161; rata-rata
pendapatan perkapita kecamatan Rp 292.163,25 ; KFM Rp 131,256,00 dan KHL Rp
719.002,57. Hal ini berarti kondisi ekonomi rata-rata responden di desa Melung berada di
bawah pendapatan perkapita kecamatan (0,90 kali kecamatan); kondisi kemiskinan berada
diatas KFM (1,99 kali KFM ) dan untuk KHL juga berada di bawah KHL (0,36 kali KHL).

Dengan dapat disimpulkan bahwa untuk desa Kedungbanteng kondisi ekonomi responden
sudah baik namun untuk desa Karangnangka dan desa Melung kondisinya masih belum baik karena
belum dapat memenuhi kebutuhan hidup layaknya terutama desa Melung yang paling jauh letaknya
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dari ibu kota kecamatan bahkan rata-rata pendapatan perkapita responden masih berada di bawah
pendapatan perkapita kecamatan.

b. Responden yang tidak mempunyai kegiatan usaha ekonomi produktif

l. Desa Kedungbanteng rata-rata pendapatan perkapita keluarga responden Rp 469.145,00; rata-
rata pendapatan perkapita kecamatan Rp 292.163,25 ; KFM Rp 131,256,00 dan KHL Rp
719.002,57. Hal ini berarti kondisi ekonomi rata-rata responden di desa Kedungbanteng
berada diatas pendapatan perkapita kecamatan (1,61 kali kecamatan); kondisi kemiskinan
berada diatas KFM ( 3,57 kali KFM ) dan untuk KHL juga berada diatas KHL (0,65 kali
KHL). ,

2. Desa Karangnangka rata-rata pendapatan perkapita keluarga responden Rp 264.516; rata-
rata pendapatan perkapita kecamatan Rp 292.163,25 ; KFM Rp 131,256,00 dan KHL Rp
719.002,57. Hal ini berarti kondisi ekonomi rata-rata responden di desa Karangnangka
berada diatas pendapatan perkapita kecamatan (0,91 Kkali kecamatan); kondisi kemiskinan
berada diatas KFM (2,02 kali KFM) dan untuk KHL juga berada di bawah KHL (0,37 kali
KHL).

3. Desa Melung rata-rata pendapatan perkapita keluarga responden Rp  276.835; rata-rata
pendapatan perkapita kecamatan Rp 292.163,25 ; KFM Rp 131,256,00 dan KHL Rp
719.002,57. Hal ini berarti kondisi ekonomi rata-rata responden di desa Melung berada di
bawah pendapatan perkapita kecamatan 0,92 kali kecamatan ); kondisi kemiskinan berada
diatas KFM (2,04 kali KFM) dan untuk KHL juga berada di bawah KHL (0,37 kali KHL).

Dengan dapat disimpulkan bahwa untuk desa Kedungbanteng kondisi ekonomi responden yang
tidak menggunakan pinjaman PPK untuk kegiatan ekonomi produktif lebih baik dari desa yang lain
meski belum dapat memenuhi kebutuhan hidup layak dari pada desa Karangnangka dan desa Melung.
c. Perbandingan kemiskinan dan kesejahteraan responden antara yang menggunakan pinjaman SPP

untuk kegiatan usaha ekonomi produktif dengan responden yang memperoleh pinjaman SPP tidak
untuk kegiatan usaha ekonomi produktif

Secara rata-rata pendapatan responden yang menggunakan pinjaman PPK untuk kegiatan
usaha ekonomi produktif pendapatan perkapitanya lebih tinggi dari pada yang tidak, kecuali untuk
desa Melung, yaitu desa yang paling jauh dengan ibu kota kecamatan. Hal ini dapat terjadi karena
responden memang merupakan orang yang sudah merasa mampu di kelompoknya sehingga secara
relatif mereka lebih mampu dibandingkan dengan anggota kelompok yang lain.

Kemudian apabila dilihat dari besarnya tingkat kemiskinan, yaitu dengan melihat
prosentase pendapatan perkapita responden dengan garis kemiskinan maka kondisinya adalah
sebagai berikut :
bahwa responden yang memiliki usaha ekonomi produktif rata-rata pendapatan perkapitanya dapat
mencapai 3,73 kali kebutuhan fisik nminimal dan responden yang tidak melakukan kegiatan
ekonomi produktif hanya dapat mencapai rata-rata 2,54 kali kebutuhan fisik minimal atau ada
selisih rata-rata 1,19 kali kebutuhan fisik minimal. Pengecualian juga terjadi untuk desa Melung,
dimana justru responden yang tidak melakukan kegiatan ekonomi produktif rata-rata kemampuan
pendapatan perkapitanya dalam mencukupi kebutuhan fisik minimal lebih tinggi 0,05 kali dari
responden yang melakukan kegiatan ekonomi produktif.

Sedangkan apabila dilihat dari tingkat kesejahteraan responden dalam hal ini adalah
kemampuan pendapatan perkapita dalam memenuhi kebutuhan hidup layak, antara responden
yang melakukan kegiatan ekonomi produktif dan yang tidak maka kondisinya kemampuan rata-
rata pendapatan perkapita responden yang melakukan kegiatan ekonomi produktif dalam
memenuhi kebutuhan hidup layak lebih tinggi dari pada responden yang tidak melakukan
kegiatan ekonomi produktif, yaitu sebesar 68 persen dari kebutuhan hidup layak sedangkan
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responden yang tidak melakukan kegiatan ekonomi produktif hanya 46 persen saja atau ada selisih
kemampuan sebesar 12 persen.

Namun demikian secara keseluruhan semua responden kemampuan pendapatan
perkapitanya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup layak masih belum dapat kecuali untuk desa
Kedungbanteng dan itupun hanya responden yang mempunyai kegiatan ekonomi produktif.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden
yaitu 75 persen responden penerima pinjaman modal dari Program Pengembangan Kecamatan
masih belum dapat memenuhi kebutuhan hidup layak oleh karena itu diperlukan upaya
peningkatan kualitas usaha dan manajemen usaha yang baik agar tujuan dari Program
Pengembangan Kecamatan benar-benar dapat tercapai sesuai dengan tujuannya yaitu mengurangi
tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kesimpulan dan Implikasi
1. Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan di Kecamatan Kedungbanteng di lihat dari :

a. Peranannya untuk pemenuhan kebutuhan modal usaha adalah cukup besar yaitu rata-rata
sebesar 47,17 persen dari modal usaha anggota kelompok.

b. Ketepatan sasaran, sudah tepat sasaran karena 68,70 persen penerima manfaat
menggunakan pinjaman untuk menambah modal usaha.

. Sumbangan Pendapatan dari usaha yang dilakukan anggota kelompok simpan pinjam perempuan

dari dana PPK adalah sebesar 48,82 persen terhadap pendapatan keluarga berarti dalam kategori

yang besar. Sumbangan terbesar adalah dari desa Kedungbanteng 59,29 persen, Melung 40,48
persen dan Karangnangka 38,86 persen.

- Semua responden penerima manfaat berada diatas garis kemiskinan, dan untuk penerima manfaat

yang menggunakannya untuk usaha berada 3,73 kali KFM sedangkan untuk penerima manfaat
pinjaman tidak untuk kegiatan usaha 2,54 kali KFM.

. Tingkat pendapatan responden yang dapat memenuhi KHL hanya penerima manfaat yang

menggunakan dana pinjaman untuk usaha dari desa Kedungbanteng. Untuk desa Karangnangka

dan Melung baik penerima manfaat yang melakukan kegiatan usaha maupun tidak belum dapat
memenuhi pendapatan sesuai kebutuhan hidup layak.

Implikasi yang dapat diambil :

1.

72

Mengingat peranan pinjaman PPK yang cukup besar dalam memenuhi kebutuhan modal anggota
maka  pemberian pinjaman perlu dilanjutkan tetapi dengan cara yang lebih selektif, misalnya
dengan mengecek langsung keberadaan anggota dan usaha anggota.

. Mengingat ternyata sumbangan kaum perempuan terhadap pendapatan keluarga cukup besar maka

perlu diadakan peningkatan pengetahuan perempuan dan ketrampilan agar dalam melakukan
usaha ekonomi produktifnya lebih berkualitas, misalnya dengan dilakukan pelatihan mencari
peluang usaha, peluang pasar dan manajemen usaha kecil.

. Perlu upaya lebih meningkatkan pendapatan lagi bagi responden khususnya dan masyarakat

kecamatan lokasi umumnya mengingat pendapatan perkapita masih berada di bawah tingkat
pendapatan perkapita kabupaten dan KHL juga belum dapat terpenuhi. Hal ini dapat dilakukan
dengan benar-benar memanfaatkan dana pinjaman yang diperoleh untuk kegiatan usaha yang
bersifat produktif.

Agar tujuan dari PPK benar-benar dapat tercapai diperlukan pemantauan dan penyuluhan-
penyuluhan dari pengelola PPK dan ataupun pihak-pihak terkait secara berkesinambungan agar
penerima manfaat benar-benar memanfaat dana yang diperoleh sesuai dengan tujuan PPK.
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